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KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: ©/4 G TAHUN 2024
TENTANG

PENETAFPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRATIF
KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesual dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan standar pelayanan

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan Administratif
dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonasia Nomor 3851},

Undang — Undang Nomeor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182,

Undang = Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor &1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang MNomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 MNomor 8 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484):



Menetapkan :
KESATU

10.

1.
12

T3.

14,

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemenintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5673),

Peraturan Pemerintah Nomaor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 5357);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010 - 2015,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;,
Paraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Paraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor & Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun
2015 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini,



LAMPIRAN  : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023
A, PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka
perilu memberikan  pelayanan yang maksimal kepada — masyarakat
dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan tidak mengurangl
kualtas pelayanan itu sendin.

Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam
pengawasan pelaksanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki
peran sangal penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan
sehat. Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
58 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemenntah Rl Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu  kunci  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalamhal ini perluadanya upaya
meningkatkankeberhasilan BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan
Pengelolaan keuangan dan asel daerah yailu dengan mengembangkan
Pengelolaan keuangan dan aset berbasiskan teknologi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pelayanan
publik berkewajiban untuk memberkan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada masyarakat sesuail dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan itu, Badan Keuangan dan Asel Daerah merupakan
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daesrah. Kepala Badan mempunyai tugas-tugas pokek melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.




Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Keuangan dan
Aset Daerah dalam menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan
tentunya harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan baru
sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis,
tarpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh stakeholder.

1. VISI DAN MIS| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a. Visi

* Terwujudnya Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan
Akuntabel "

b. Misi

a. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan, efektif dan efesien,

b. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola
ksuangan dan aset daerah.

¢ Meningkatkan kualitas dan kuaniitas sarana dan prasarana pengelola
keuangan dan aset daerah.

d. Mengembangkan system manajemen dan iata Kelola aset yang akurat
danakuntabel

2,  RUANG LINGKUP TUGAS

Ruang lingkup tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati Penajam paser Utara
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kantor Badan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara terdin atas:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Bagian Umum.

3. Bidang Anggaran :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
b. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah




4. Bidang Perbendaharaan .

a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Gayji,
b.Sub Belanja Langsung,

5. Bidang Akuntansi
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
b. Sub Bidang Akuntansi Belanja

8. Bidang Aset Daerah:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Inventanisasi;
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan; dan

4. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pelaksanaan Pemerintahan di Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Struktur
Organisasi, Teta Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai benkut :

Bagian Kesatu
Badan

Fasal 4

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan asetdaerah yang menjadi
kewenangan daerah.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Badan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset
Daerah;

c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis bidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah;




d. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas dan fungs! lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan.
Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyal tugas
Mmemimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
urusan pemerntahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelclaan keuangan dan aset Daerah
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran,

perbendaharaan, akuntansi dan aset Daerah;

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;

Pelaksanaan kebijakan teknis aset daerah;

e - o a o0

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran perbendaharaan,
akuntansi dan aset Daerah;

h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; Dan

i Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan

tugasnya
Bagian Katiga
Sekretariat

Pasal 7

(1)  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempunya: tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian




(2]

(3)

dan pengelolaan:
Penyusunan program;
Administrasi keuangan;
Administrasi umum;

Perlengkapan ; dan

Aset.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorangsekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
danbertanggungjawab kepada Kepala Badan,
Sekretariat membawahkan subbagian yang masing-masing dipimpin oleh
seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada

1
2
3
4 Kepegawaian,
5
6

sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal? ayat (1),
sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a8,

(1)

(2)

Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan , hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat:

Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran , perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan serta aset; dan

Pelaksanaan fungsi yang diberikan kepala Badan yang berkaitan dengan
fugasnya.

Pasal §

Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf bangka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
danmelaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengoordinasian
penyusunan rencana dan program kerja

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan,



(3)

(2}

13}

merancanakan , melaksanakan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan adminisirasi dan perianggungjawaban pengelolaan
keuangan

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan merencanakan , melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan
tugaspelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian,

Bagian Keampatl
Bidang Anggaran

Pasal 10

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
cmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan  perumusan
kebijakan koordinasi, pembinaan , bimbingan, pengendalian serta
pengembangan teknis bidang anggaran.
Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepala kepala Badan.
Bidang Anggaran membawahkan subbidang yang msing-masing dipimpin
oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawwab langsung kepada
kepala bidang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat{1),

Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a
b.
c.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;

Penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan ., bimbingan,

pengendalian, dan peangaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan

anggaran,

. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan , bimbingan,
pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan

kerja pengelcla keuangan daerah; informasi keuangan daerah;



e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan
penyusun anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan
Daerah; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 12

(1). Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran.

(2). Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 2 mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan anggaran satuan kerja
pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah.

(3). Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 3merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penatausahaan
anggaran dan informasi keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Perbendaharaan

Pasal 13

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d
mempunyai lugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan,
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis
bidang perbendaharaan.

(2) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olen
secrang kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepadakepala Badan.

(3) Bidang Perbendaharaan membawahkan subbidang yang masing-masing



dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada

kepala bidang.

Fasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a
b

(1}

(2)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan;
Penyiapan koordinasikan perencanaan program bidang perbendaharaan:

Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang Belanja Tidak Langsung
dan Pengelolaan Gaji:

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang Belanja Langsung;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan evalusi dan pelaporan Belanja Tidak
Langsung dan Pengelolaan Gaji, Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas
Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan
gengan tugasnnya.

Pasal 15

Subbidang Belanja  Tidak Langsungdan Pengelolaan zaj
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1
mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan penyiapan bahan,
merencanakan , melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Gaijl.
Subbidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d angka 2 mempunyal tugas melakukan, mengevalusi dan
meflaporkan pelaksanaan tugas di bidang Belanja Langsung.

Bagian Keenam
Bidang Akuntansi

Pasal 18

10




(N

(2)

(3)

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf @
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan , bimbingan , pengendalian dan pengembangan
teknis bidang akuntansi.
Bidang Akuntnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Badan.
Bidang Akuntansi membawahkan subbidang yang masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung
kepada kepala bidang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

(1

(2)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang akuntansi,
Penylapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;

FPenyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang akuntansi pendapatan;
Panyiapan bahan dan pelaksanaan  koordinasi pembinaan,bimbingan
pengendalian.dan pengaturan teknis subbidang akuntansi balanja;
Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan akuntansi
pendapatan dan akuntansi belanja; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 18

Subbidang Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf & angka 1 mempunyai tugas melakukan poengumpulan dan
penyiapan bahan merencanakan melaksanakan mengevaluasi, dan
metaporkan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi pendapatan.
Subbidang Akuntansi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf & angka 2 memunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi belanja.

Il



(1)

(<)

{3)

Bagian Ketujuh
Bidang Aset Daerah

Pasal 18

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf f
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumuusan
kebijakan, koordinassi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis
Bidang Aset Daerah.
Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang vyang dalam melaksanakan tugasnya
beradadibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
Bidang Aset Daerah membawahkan subbidang yang masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung
kepada kepala bidang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),

Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
c.

Panyiapan bahan perumusan kebijakan bidang aset Daerah,

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang aset Daerah;
Penyiapan bahan pelaksanaan  koordinasipembinaan, bimbingan
pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan
inventarisasi;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi ,pembinaan, bimbingan,
pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan
penghapusan,

Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan
dan inventarisasi pemanfaatam dan penghapusan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehkepala Badan gesuai dangan
tugasnya

12




STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
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LANOSLING

FUBBIDANG
ARLNTANS] HELANIA

]

|

SUBBIAND PFENATAUSAHAAN
ARCHARAN TIAN INFURMAS]
REUANTARN DAERAH

SUBHIDARG PFENGELOLAAN KAS
DAERAKH

SUBBIOANG AKUNTANS]
FELAFHE AN

BSUBBIDANG PEMANFAATAN
DAN FENGHAPUSAN

1

SURRIDANG PENCGAWASAN
AN FESNCEESNTMALLAN ASET

12




B. STANDAR PELAYANAN
JENIS-JENIS PELAYANAN

Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Keuangan dan
Asel Daerah adalah Pelayanan Administrasi yaitu pemberian surat pengantar dan
registrasi surat. Adapun Jenis-jenis pelayanan tersebut adalah :

1. Standar pelayanan Pencairan Alokasi Dana Desa

2. standar pelayanan Permohonan Cuti Pegawai

3. Standar pelayanan Pergeseran DPA Pada Aplikasi SIPD

4, Standar pelayanan Pencairan Anggaran Dana Desa

5 Standar pelayanan Pembuatan SPM GU

6. Standar pelayanan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP )
T Standar pelayanan Pengajuan Perubahan Gaji

8. Standar pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana [ SP2D)

9. Standar Pelayanan Sewa barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan
10.  Standar pelayanan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

11 Standar Pelayanan Hibah atau Pemindahtanganan Barang Milik daerah

12.  Standar pelayanan Pemusnahan barang Milik daerah.

C. Komponen Standar Pelayanan
Dalam memberikan pelayanan kepada Saftuan Kerja Perangkst Daerah (SKPD), Badan

Keuangan dan Asel Daersh Kabupalen Penajam Paser Utaramenelapkan dan menerapkan
Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(service delivery)

2. Komponen SP dengan Proses Pengelotaan Pelayanan di Internal Organisasi
(Manufaciuring)

.18 Maret 2024
ngan dan Aset Daerah
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Lampiran : Persyaratan Perijinan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

1.

Penajam Paser Utara,

PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Lembar Kerja
1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service
Delivery)Jenis Pelayanan Pencairan Alokasi Dana DEsa

e

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

Persyaratan Teknis:
1 Permohon adalah Desa Desa Se Kabupaten Penajam Paser Litara
2. Pamohan datang sendin ke BRAD

Fersyaratan Adminsstrasi |

1. Surat Permohonan dan Rekomendasi Desa

2 Rekomendasi dari Kecamatan

4. Lembar ceklis| kecamatan

4. Telaahan Staf Bidang Anggaran

5. Disposisi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Pancairan ADD olah Bendahara

wistem, Mekanisme dan

=

1. Pemohon Membawa dan Menyerahkan berkas sesual yang
dipersyaratkan dalam pencairan Alokasi Dana Desa
2. Pemohon menunggu prosas Oleh Bendahera Pengeluaran

Jangka Wakiu Pelayanan

B0 {enam puluh) menit, apabila persyaratan lengkap dan benar

Biayatanf

Tidak di pungut biaya (GRATIS)

Froduk Pelayanan

FPencairen Alokasi Dana Desa

15



Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BKAD melalui:
Kotak Saran/Pengaduan

SMSWA : 0813-5072-4685

Emall ; bkad. penajamkab.go.id

FB : Bkad penajam Paser Utara

IG | bkad_ppu

Pengaduan yang dilarima akan diproses dengan S0P Panpelolaan
pengadu

Pananganan Pengaduan, Sarandan

" asukan
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Lembar Kena

2. Komponen SP dengan Proses Pengelofaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacluring)
Jenis Pelayanan Pencairan Alokasi Dana Desa

NO

k(ﬂHFﬂIEH

URAIAN

Crasar Hukum

—

Undang-Undang Nomer & Tahun 2014 tentang Desa

2. Undang-undang (UL) Nomer © Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemenniahan
Caerah

3 Persturan Pemenntah (PF) Momar 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Perafuran Pemernintah Momor 43 Tahun 2014 fenfang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor & Tahun 2014 tentang
Deza

4, Peraturan Kemerntenan Dalam Negen (Permendagr) Nomar 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Menten Dalam Negen
Momor 112 Tahun 2014 tentang Pemiihan Kepala Desa

5. Peraturan Daerah Kabupaien Penaiam Paser Utara Momor 1 Tahun
2015 Tertang Desa

6, Peraturan Bupali No.8 tahun 2021 tentang Tala caraFengalokasian dan
Pambagian Alokasi Dana Desa

7. & Bupafi nomor: 41.2/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa

Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

Komputer/Laptop
Printer

ATK
Buku Registar
Toilet

Ruang Tunggu
Tempat Parkir

Hompelensi Peleksana

Pendidilan minimal SMA

Mempunyai Pengetahuan Tentang Prosedur Pencairan

Alokas: Dana Desa

3. Mempunyai Keterampian Mengoperasikan Komputer dan Aplikasi SIPKD
4 Mempunyai Sikap Telili, Komunikatif Responsif, Sopan, Jujur

e e B = R A

Pengawasen Irtemal

Kasubag Keuangan

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan

Orang

| memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya dan
esuai dengan siancar pelayanan yang tefah cietapkan

W berkomdmen memberlkan rasa aman dan nyaman dalam proses
layanan

Evaluasi Kinena Pelaksana

1. Evaluas! dilaksenakan oleh Kepala BKAD sebutan sekal jika fidak
adapengaduan
2 Pengisian kuesigner tentang layanan sefahun sekali

Diledapkan di : Penajam
Pada ’ranuga{ 18 Maref 2024




1.

2. Pelayanan permohonan Cuti Pegawai

Lembar Kerja

Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Standar Pelayanan Permohonan Cuti Pegawai

NO KOMPONEN

URAIAN

1 |Persyaratan

Persyaratan Teknis ;
1 Pemohon adalah Pegawal Badan Keuangan dan Aset Dasrah

Pergyaralan administrasi :
1. Surat Permohonan Cuti yang di tendatangan: alasan langsung

[Sistem. Makanisme dan

z Prosedur

pa

3

6.
1.

pemohon _|
l

Tidak memanuhi syarat

3a. Penolakan &V

Memanuhi syaral

3

Femohon Mambuat surat cuti yang sesuai draf culi

Pemohon meminta landalangan atasan langsung draf cuti
lersabut

Memvenfikasi permohongn cufi dan membual surat culi dengan
memperiimbangkan sisa cufi sesual aturan yang beraku uniuk
dmmintakan tanda tangan/ perselujuan Kepala,

Membubuhkan paraf permohonan cufi pegawai selanjutican dieruskan
kepada Sekretaris

Membubuhkan paraf permohonan cuti pegawal selarjutikan
diteruskan kepads Kapala Badan

Menyetujui Permohonan Cuti vang diagukan

Menginmkan Surat Permohanan Cuti Kepada BKDSDM

3 Jangka ‘Wakiu Pelayanan

60 (enam puluh) menit, apablla persyaratan lengkap dan benar

4 Biayahanf

Tidak & pungut biaya (GRATIS)

5 Produk Pelayanan

Surat Permohonan cuti Pegawai

§ Fenanganan Pengaduan, Sanan
dan Masukan

Pengaduan dapat disampakan kepada Kepala BEAD melalui :
Kotak Saran/Pangaduan

SMS/WA | 0813-5072-4685

Email : bkad. penajamiab.go. id

FB : Bikad penajam Paser Ltara

I - bkad_ppu

Fengaduan yang diterima akan diproses dangan SOP Pengelolaan
pengaduan




Lembar Kena
2, Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Pelayanan permohonan surat cuti pegawai

NO h(OHFﬂHEI'I URAIAN

1. Perafuran Pemerintah Momor 11 Tahun 2017 fertang Manajemen
Pegawai Negan Sipd

2, Peraluran Badan Kepegawaian Negara Regublik Indonesian Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tatacara pembedian cuti Pegawai Mepen Sipé

1 Dasar Hukum

1. Komputer/Laptop
2 Printer
3 ATK
: ﬁglmwmm- denatas 1y Buky Register
- 5 Toilet
B Ruang Tunggu
7. Tempat Parkir
1. Pendidikan minimal SMA
2. Mempunya Pengetahuan Tentang Prosedur Kepegawian dan
3 Kompeiensi Pelaksana cuti pegawa
3. Mempunysi Keterampilan Mengoperasikan Komputer / Mesin Ketik
4. Mempunya Sikap Telt, Komunikatif, Responsif, Sopan, Jujur
4 IF-mgaw&sm Intemal Kasubag Umum dan Kepegawaian
5 Uumiah Pelaksana 8 Drang
i memberikan pelayanan tepat wakiu dan tanpa dipungut biaya dan
§  Jaminan Peiayanan : dengan standar peleyanan yang telah dietapkan =
7 laminan Keamanan dan ¥ami berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses
Feselamatan Pelayanan ayaneh
1. Ewvaluasi dilaksenakan oleh Kepala Badan sebulan sekal pka fdak
B Evaluas Kinerja Pelaksana adapengaduan
| B — __i:. ~ Pangisian kuesicnar tentang Layanan selahun sekali
Diletapkan di . Penajam

Pada tanggel | 18 Maret 2024




3.Standar pelayanan pergeseran DPA pada Aplikasi SIPD

Lembar Kerja

= Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Jenis
Pelayanan Surat pergeseran DPA pada Aplikasi SIPD

No

L(nmpnnnn

Uraian

Fersyaratan Pelayanan

Fersyaratan Teknis
1. Pemchon adalsh SKPD Sekabupaten penajam paser utara
Parsyaratan Administrasi -

1. Surat Permohonan Mengajukan Pergeseran anggaran Kepada PPKD
2 Usulan Pergesaran DPA SKPD
3. Usulan Pergeseran yang sudah disposisi Kepala Badan

Sistem Mekanisme Prosedur

Ii_ Pendaftaran

Tidak memanuhi syarat

3a. anlal-:anJ e
i wurﬂ

[ Ih. Prozes Penerbitan Surat J

3
o

1. Pemohon membust sursl pengajuan pergeseran Anggaran
kepada PPKD

2 Pemohon menungpgu proses disposisi dan Kepala Badan
keuangan dan Aset Daerah yang disampaikan kepada bidang
angoaran.

3. Melakukan Asistensi dan Pengecekan Usulan Pergeseran DPA agar
sesua dengan aturan Pengelolsan Keuangan Daerah

4 Kepala Bidang meneruskan kepada Kasubid unluk proses
usulan Pergeseran DPA SKPD

5. Setelah penginputan staf melskukan transfer data DPA
Pergeseran pada Aplikasi SIPKD dan mencetsk DPA
pergaseran untuk ditanda tangani

6. DPA Pergeseran ditands tangani oleh Pengguna Anggaran
SKPD dan disahkan oleh PPKD

7. DPA Pergeseran yang sudah ditanda tangami selanjulnya
dijadikan sebagal dasar pelaksanaan kegiatan cleh SKPD

B. Setelsh penginputan staf melskukan transfer data DPA
Pargeseran pada Aplikasi SIPED dan mencetak DPA

pergeseran uniuk dianda tangani

20




Jangka Waktu Penyelesaian lw (sembilan Puluh Jmeni, apabila persyaratan lengiap dan benar

Seayaltarif Tidak di pungut biaya (GRATIS)

ook Palirai Pelayanan Pergeseran DPA pada MM?SIF‘D

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BKAD melaiui :
Kotak Saran/Pengaduan

SMSMWA - 813-5072-4685

Email ; bkad.penajamkab.go.id

FB : Bkad penajam Paser Uitara

I : bkad_ppu

Pengaduan yang diterima skan diproses dengan SOP Pengalolaan
pangaduan

Penanganan Pengadean, Saran
dan Masukan
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Lembar Kera
= Komponen 5P dengan Pengelolaan Pelgyanan di Intenal Organisasi (manufacturing)
Jenis Pelayanan Pergeseran Anggaran DPA Pada Aplikasi SIPD

NO LWEH URAIAN

1. Undang - undang Republik Indenesia Momor 7 fahun 2002 fenlang

?mhﬂuhan Kabupaten Penajam Paser ara di Propinsi Kalimantan
imur

2. Undang - undang Republik Indonesia Momer 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara

3. Pergturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Momor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan

1 Dasar Hukum Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun
2011

£ Peraturan Menteri Dalam MNeger Republik Indonesia
tentang Pedoman Penyusunan APBD yang disusun setiap
tahun anggaran

& Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
MNomor 12 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah

7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun

2012 tentang Perubahan Perbup Nomar 39 Tahun 2009

ftentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

Komputer/Laptop

Printer

ATK

Buku Register

Toilel

Ruang Tunggu

Tempat Parkir

1. Pendidikan minimal Si

Mempunyai Pengetahuan Tentang Aplikasi SIPD

Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer | Mesin Kelik

Mempuryal Sikap Telfti, Komunikstif. Responsif, Sopan, Jujur

= e————w o

-

Sarana, prasarang, dan/atau
fagilitas

=i BB LA B B3 B -k

L3 Pud =

1 Kompatensi Pelaksana

4 Pengawasan ntermal Huultl: Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

5 Lumiah Pelaksana 2 Orang

mi memberikan palayanan lepat wakiu dan tanpa dipungut biaya dan
§  laminan Pelayanan o sual dengan standar pefayanan yang telah ditetapkan
Jaminan Keamanan dan 1. Kami berkomitmen membernikan rasa aman dan nyeman dalam proses
gselamatan Pelayanan giayanan - -
1. Evaluasi dilaksanakan oleh Kasubid dan Kabid ssbulan sekali jika
8 valuasi Kinerja Pelaksana tidak adapengaduan
2 Pengisaan kussioner lentang layanan setahun sekali

['.Irlalalrtm‘ldl Penajam
ENTEE r‘IE"al'Et 2024




4.standar pelayanan pencairan Anggaran Dana Desa

Lembar Kerja

= Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service
Dedivery)Jenis Pelayanan Regisirasi Suret Keterangan Ahli Waris

NO _L(GHFGHEH \‘ URAIAN

arsyaratan Teknis ;
1. Pemohon Desa Sekabupaten Penajam Paser Utara datang
angsung ke Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas
ekantor BKAD

Parsyaratan Adminisirasi :

aural Rekomendasi Dan Desa

Surat Rekomendasi dari Kecamatan
Surat Pengantar

Ceklist Kecamatan

i L Ry =

1 [Persyaratan

Laporan Realisasi
Laporan Perkembangan
Laporan Kemajuan
Rencana Pengguna Desa
Rekening Desa

NPWP Dega

Pardes

APBD

TEa e AR TR

1. Pendaftaran

Tidak mameanuhi syarat
2 Ferrieﬂhnn
3a. P!nnlakanJ
Marmenuhi syasal B
Sb, Proses regier Surat L

2 Bistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon Membawa dan Menyerahkan berkas sesuai yang
dipersyarafican dalam Ragistras:

Menerima dan mencatat Usulan Pencairan Alokasi Dana Desa
yang bersumber dari APED dan APBN

Mendisposisi permohonan pencalran Balania Bantuan
Keuangan kepada Desa (ADD)

Menindaklanduli disposisifarahan Kuasa BLID dan
memberikan arahan kepada Sub Bidang yang bersanghkutan

~ e
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5. Meneliti kelengkapan berkas permohonan dan memberikan
arahan kepada Bendahara PPED untuk mamproses
pencairan Alokasi Dana Desa yvang bersumber dari APBD dan
APBN sesual permohonan den DPA-PPKD

€. PPK memaohon ke Kepsala Bidang Anggaran Membuat Surat
Penvediaan Dana (SPD)

T. Panandatanganan Bukti Penpeluaran dan Surat Panyataan

Tanggung Jawab oleh Kepata Badan, Bendahara Desa dan

Kepala Desa,

Menandatangani Chakhist Ketengkapan Dokumen

PPKD selaku Kuasa BUD Menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP20) sesual peraturan pernundang-

undangan

10. Merekap Raalisasi Alokesi Dana Desa yang barsumbsar dan
APBD dan APBN. Manyimpan dan Mengarsipkan dokurmean
pencairan

w e

3 pangka Waidu Penyelessian 450 Menit, apabiia persyaratan lengkap dan benar

4 Biayaharif Tidak di pungut biaya (GRATIS)
g Produk Pelayanan Pancairan Anggeran Cana Desa
= Pengaduan dapal disampaikan kepada Kepala 8540 melalui |
= Kotak Saran/Pengaduan
= SMSWA - 0813-5072-4685
g [{Eneganan Pengaduan, SAAN | . Emai: bkad penajamkab.go.id
= FB:Bkad penajam Pazer | Hara
= |G bkad_ppu

Pengaduan yang diderma akan diproses dengan S0P Pengelolaan
pengaduan

4




Lembar Kena

* Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di intemal Organisasi (Manufacturing)
Jenis Pelayanan Pencairan Anggaran Dana Desa

NO

T
KOMPONEN

URAIAN ‘

Diasar Hukum

rang, prasarana, dan'atay
flitas

. UU Mo 23 Tahun 2014 Tentang Pemenntahan Daerah

£ UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

3. Permendagni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom
Fengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan permendagn nomor 59 tahun 2007 dan
Permmendagn Nomor 217 Tahun 2011

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tertang Perubahan Kedua atas Persturan Menter
keuangan MNomor SOPME.DT/ tantang Pengelolaan

| Transfer ke Daerah dan Dana Desa,

| 5 Peraturan Bupati Momor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten

Penajam Paser Utara.

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3.ATK

4. Buku Register

5. Toilet

€. Ruang Tunggu

7 Tempat

Fnrnlmerul Pelaksana

1, Pendid&an minimal SMA dan 3l
2 Mempunyai Pengetahuan Tentang Prosedur Pengajuan
Pencairan Angoaran Dana Desa
3 Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer | Mesin Katik
4 Mempunyai Sikap Teliti, Komunikatd, Responsif, Sopan, Jujur

Fqngmm Imemal

Kasubid Pengelolaan Anggaran

!Jumlah Palzksana

3 Orang

Jaminan Palayanan

i mamberikan pelayanan tepat wakiu dan fanpa dipungut biaya dan
i dengan standar pelayanan yang telah diletapkan

Jaminan Kesamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Fami berkomilmen membenkan rasa aman dan nyaman dalam proses
ayanan

Evalugsl Kinenes Pelaksana

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Penajam

- 18 Maret 2024

1. Ewvaluasi dilaksanakan oleh Kabid Anggaran sebulan sekal jika
tidak adapengaduan
2 Pengisian kuesioner tentang layanan setahun sekall




5. pelayanan pembuatan SPM GU

Lembar Karja
+ Komponen SP dengen Proses Penyampaian (Service Delivery)

NO kOHFﬂHEH URAIAN

Persyaralan Teknis -
1.  Pemohon/ SKPD datang langsung ke pelugas Pelayanan umuk
menyerahkan berkas

1 Persyaratan Persyaratan Adminsiras: -
Suret Pengantar SPP-UP
Ringkasan SPP-GLU Rincian SPP-GU

Salinan SPD

Sural Pengesahan laporan Petanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
atas Penggunaan dana SPP-URIGLITUSebalumnya

Draft surat pernyataan unfuk ditindaklanjuti olah Panaguna Anggaran atau
Kuasa pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta
tidak dipargunakan untuk keperuan selain uang persadizan saat
Pengajuan 5P20 Kepada Kuasa Efm

B AR

Pendaftaran

]

Tidak memeanuhi Syarat

Ja, Fennlataj -

——— Memenuh ar!u 8

1. Permerikiain

3 Sistem, Mekanisme dan !

Prosedur
Cosoos D

Surat usulan Pengajuan SPM dari SKPD
{Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan SPM
Otorisasi dan Validasi SPM

Catak dan tanda tangan dokumen 5PM
Proses Sesual Ketentuan

N

(-

3 ,_Jur-g#a Wakiu Penyelesaian q.a} mienit apabila persyaratan lengkap dan benas
4 tamm'r idak dipungut biaya (GRATIS)

: o embuatan SPM GU

raduk Pelayanan

Pengaduan dapal disampaikan kepada Kepala BKAD melalui :
Kolak SaranPengaduan

SMSAWA : DB13-5072-4685

Email : bkiad. penagambab.go.id

FE : Bkad penaiam Paser Utara

I3 : bad_ppu

‘ Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengeioiaan

anganan Pengaduan, Saran
Masukan

pengaduan




Lembar Kera

* Kompenen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Organisasi (Manufacturing)
Jenis Pelayanan Pembaualan SPM GU

NO L(MHEH URAIAN

1. Undang - undang Republik Indonesia Momor 17 {ahun 2003
lentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomer 12 tahun 2019
lentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pergturan Menteri Datam Megen Republik Indonesia Momor 13
lahun 2006 tentang Pedoman Pengelolagn Keuangan Daerah
seabapaimana falah dua kali disbah dengan Peraturan Menten
Dalam Negesi Nomor 21 Tahun 2011

4 Peraturan Menteri Dalam Megen Republik Indonesia tentang
Pedoman Penyusunan APBD yang disusun setiap tahun anggaran

5. Peraturan Daersh Kabupeten Penajam Paser Ulara Nomor 12
tahun 2009 lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2042
tentang Perubahan Perbup Nomor 39 Tahun 2009 lentang Sisdur
Pengelolaan Keuangan Daarah

7. Peraturan Daesrah tentang APBD dan Peraturan Kepata Daerah

tentang Penjabaran AFPED bersama Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) SKPD

ATK

Buku Register

Toilet

Ruang Tunggu

Tempat Parkir

Alat Komunikasi

GPS

Pendidkan minimal SMA

Mempunyai Pengatahizan Terdang Prosedur Pengajuan SPM

3 Kompetensi Pelaksana GL dan Mahir Menggunakan Apikasi SIPKD

1 Dasar Hukum

Sarang, prasarana, dan/atau

2 lkacifitas

P im0 D =

3 Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer | Mesin Ketik
4 Mempunyai Sikap Tefiti, Komunikatf, Responsif, Sopan, Jujur
4 Pengawasan Intemal Kasubid Pengelolan Aggaran
5 Jumlah Pelaksana 2 Orang
; | memberikan palayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya dan
B .*JE""_T“ f'ﬂ?ﬁ'“m ugi dengan standar pelayanan yang telah dietapkan
7 aminan Keamanan dan Eolzl mi berkomitmen memiedkan rasa aman dan nyaman dalam proses
Mespiamatan Pelayanan yanar
1. Evaluas dilaksanakan oleh Kabid .ﬁ.nmaran sebulan sekal jika
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana fidak adapangaduan
| 2, Pengisian kuesioner tentang layanan selahun seXali

Ditetaphan:g.t_ - Penajam




6. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP)

Lembar Kerja

1. Kemponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
Jenis Pelayanan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran | SKPP )

NO hmFDHEH URAIAN
~ Persyaratan Teknis |
1. Pemohon datang langsung ke petugas Pelayanan uniuk menyerahkan
1 |Persyaratan Persyaratan Admanistrasi -
1. SK Pensiun

2 SK Mutasi dan Surat Menenma dari dasrah yang baru dan
Melepas dari daerah asal (untuk yang Mutasi)

2

Bistem, Mekanisme dan

Prosedur

| 1, Pendsftaran

Tidak memenuhi syarat
2. Permariksazn
Berkas
da. Penolakan
m

enuhi syarat

I 3b. Proses Penerbitan Surat ]

3

e,

1, Pemohon Menyerahkan Surat Keputusan Pensiun/ Mutasi dari

pejabat yang berwenang
2 Memverifikasi Kelengkapan berkas PansiunMutasi

3 Menghitung Kelebihan Pembayaran Gaji
4 Membuai SKPP Pensiun/Mutasi

urtuk diperbaiki jika tidak ada SKPP diparaf
& Menandatangani SKPP PensiuriMutasi
? h_‘_-h'mtﬂh berkas SKPP PensiunMutasi

5 Verifikasi SKPP jika ada yang salah dikembalikan kepada staff

&5 Meni Apabils Kelengkapan Berkas Benar

3 dangka Wakiu Penyelesaian
4  Biayafhanf Thdak dipungut biaya (GRATIS)
5 Produk Pelgyanan [Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran | SKPP )

cdan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran

........

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BKAD melalui :
Kotak SaranPengaduan

SMSWA  0B13-5072-4685

Emad : bkad.pensjamkab.go.id

F8 : Bkad panajam Paser Utara

IG: bkad_ppu

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan
pengaduan

]



Lembar Kerja

4. Kemponen 3P dengan Proses Pengelolaan Palayanan di Intemnal Organisasi (Manufactunng)
Jenis Pelayanan Sural Kelerangan Pemberhentian Pambayaran

URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor Nomor 77 fahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengeiolaan Keuvangan Daerah

2 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Fasar Litara
Momor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Peraturan Bupati Penajam Paser Litara MNomor 38
Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Daerah

2 Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

Komputer/Laplop
Printer

ATK

Buku Register
Toilet

Ruang Tunggu
Ternpat Parkir

e e

3 Hompelensi Pelaksana
|

Pendidian minimal SMA dan 51

Mempunyal Pengetahuan Tentang Aplikasi

Mempuryal Katerampilan Mengoperasikan Komputer [ Mesin Ketik
Mempunyas Sikap Telti, Komunikatif, Responsif, Sopan, Jujur

Py -

4 Pengawasan Intemal

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Gaji

5 Uumiah Pelaksana

2 Crang

& Uaminan Pelayanan

i membenkan pelayanan tepal wakte dan tanpa dipungut beaya dan
esuai dengan standar pelayanan yang felah ditetapkan

7 iaminan Keamanan dan
Fesalamatan Palayanan

Kami berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman daiam proses
ayanan

=

Fvaluasl Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi dilaksanakan oleh Kabid Perbendaharaan sebulan sekali
jika tidak ada pengaduan
2 {angmm kuesioner tenfang layanan setahun sekal

Ditetapkan di . Penajam
Padgtanggal : 18 Maret 2024

Miha .;Eﬁ’m 'ME, M. Ling

) A




7.Pelayanan Pengajuan Perubahan Gaji

Lembar Kena

1. Kemponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Senice
Delivery) Jenis Pelayanan Pengajuan Perubahan Gaiji

NO kUH'EHEH URAIAN
Persyaratan Teknis :
1. Pemohon datang langsung ke petugas petayanan unfuk. menyerahkan berkas
Farsyaratan Administrasi |
1. erkas Perubahan Gaji (KenPa, KGB, Tunjangan Fungsional, Tunjangan
1 Persyaratan Kafuarga, Pindah Tugas, dlf)

5 Sizlem, Mekanisme dan
Frosedur

| Pendaftaran

Tidak memenuhi syarat

uhi syarat

| 3b. Froses Penerbitan Surat ]

1. Pemarkiaan
Berkmi

1. Pemohon Membawa Berkas Perubahan Gaji Pegawai Dari
Pejabat yang berwenang

2, Verifikasi Kelengkapan berkas Perubahan Gaji Pegawa

3. Input Perubahan Gaji Pegawai menggunakan Aplikasi
SIMGRPNS

4 Cetak Daftar Gaji Pagawai apabila mamenuhi persyaratan

3 langka Wakiu Penyelesaian

20 Menit Apabila memenuhi syarat

Midak dipungut biaya (GRATIS)

ISuru keterangan Fengajuan Perubahan Gaji




Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BRAD melalui -
Kiotak aguan

SMSWA : 0813-5072-4685

Email ; bkad penajamkab.go.id

FB : Bkad penajam Paser Litara

IG : bkad_ppu

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan S0P Pengelolaan
pEngaduan
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Lembar Kerig
<. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Infernal Organisasi (Manufacturing)
Janus Pelayanan Pengajuan Perubahan Gaj

NO L('DHPGHEH URAIAN

1. Persturan Menteri Dalam Neger Nomor 77 Tahen 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Peratwan Daerah Kabupaten Penajam Paeser Ulara Nomar
12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pangslclaan Keuangan
D=zerah
1 Dasar Hukum 3. Peraturan Bupati Pensjam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2003
i tentang Sistern dan Presadur Pengelolaan Keusngan Desrsh

1. Komputer/Laptop i
2. Pnnter
3. ATK
2 [Sarana, prasarana, dan/atau ; $$ Register
fasilitas - Toilel
6. Ruang Tunggu
7. Tempat Parkir
1. Pendidikan SMA dan 5|
2. Mempunyai Pengetahuan Tenfang Prosedur Perubahan Gaji
3 Kompetens| Pelaksana 3 Mempuryai Keterampidan Mengoperasikan Komputer | Masin Ketik
4. Mempunyai Sikap Tedfi, Komunikatif, Responsif, Sopan, Jujur
s Pengiwasan tamal Kasubid Belaria Tidek Langsung dan Pengelolaan Gaij
§ Uumiah Pefaksana 2 Orang
: Kami memberikan pelayanan tepat wakiu dan tanpa dipungut biaya dan
¢ pmmm Delayanan sesual dengan standar pedayanan yang telah ditatapkan .
7 Jaminan Keamanan dan 1. Kami berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses
Heselamatan Pelayanan ayanan I
1. Evaluasi ditsksanakan seh Kabid Perbendaharaan sebulan sekali
8 [Ewaluasi Kinerja Pelaksana jika bdak adapangaduan
2. Pengisian kuesioner tentang lzyanan setahun sekali

Ditetapkan di : Penajam
Pada langgal |, 18 Maret 2024

o

MUTST SE S Kom, ME, M. Ling
Pembina, (Wls .
NIP.19830105 200904



B. Penerbitan surat Perintah Pencairan Dana ( SPZD)

Lembar Kena

* Komponen SP dengan Preses Penyampaian Pelayanan (Service
Delrvery)Jenis Pelayanan Penerbian Perintah Pencairan Dana ( P20

)

2
3
4

Surat Pengldi Kelengkapan Dokumen, Surat Peanganar
Salinan SP0
Poto Copy Buku Rekening : —

2 Bistem Mekanisme Prosedur

Mem@nuhi syarat ¥
rﬁ?ﬁi&iﬁ'ﬁat_l
3 >

_T_
- Selesi

Menerma berkas Sural Perinteh Membayar (SPM) LS belana
pegawai, LS non belanja pegawa, TU dan GU yang felah dh register
oleh Bid. Anggaran dan kemudian melakukan venfikasi pameriksaan
terkat kelengkapan berkas maupun kecocokan angka nominal SPP
SPM dan Pajak yang dibual, bila ditemukan kekurangan ataupun
kekeliruan pada berkas SPP SPM segera dilakukan koordinasi dengan
SKPD vyang bersangkutan sehingga dapat dilakukan koreks:
sacapatnya

Menerima berkas SPM yang sudah diverfikasi oleh staf,
kemudian mempertimbangkan nilai total yang ditagihkan
dengan ketersedissn dana pada rek Kasda berdasarkan
laporan kondisi Kasda yang dibuat staf. Bila setuju, maka SPM
dapat diproses untuk menerbitkan SP2D0, bila tidak maka SPM
akan dikembalikan kepada staf untuk tahan (pending)
sementara

Menerbitkan SP2D dengan melakukan input SPM pada
Aplikasi SIPKD dan kemudian mencetak SP2D seria daftar
register SP2D

33

NO h(DHPﬂHEH URAIAN ‘
aratan Teknis - i
1. Pemohon datang langsung ke bagian pelayananuntuk menyerahkan berkas |
|
Persyarain Administras ©
1 Persyaratan | 1. SPP.5PM SPT.M Bukli Kuitansi




4 Mengecek kesesuaian total nilai SPZD dengan SPM dan
register SP2D, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf
untuk diperbaiki. Jika setuju Kasubbid memberikan paraf dan
menyerahkan kepada Kabid untuk diparaf.

5. Mengecek kesesuaian total nilai SP2D dengan register SF2D,
jka tdak setuju mengembalikan kepada Kasubbid untuk
diperbaiki. Jika setuyu Kabid membernkan paraf dan
menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani.

6. Mengecek kesesuaian folal nilai SP20 dengan register SP2D,
fika tidak setuju mengembalkan kepada Kabid unfuk

| diperbaiki. Jika setuju Kaban membenkan tanda fangan dan |

mengembalikan kepada Staf untuk dipilah. Dalam hal ini bila

' Kaban tidak hadir, maka Kabid atau Kasubbid yang akan

. menggantikan memberi tanda tangan seiaku kuasa BUD

7. Membubuhkan stempel pada SP2D yang telah ditandatangani,

kemudian memilah dan mengelompokkan berkas asli dan

salinannya sesual dengan peruntukannya

Jangka Wakiu Penyelesaian

A0 {Empat Puluh menit), apalsla persyeratan lengkap dan benar

Biayaitarif

Tidak dipungut bizya (GRATIS)

Froduk Pelayanan

Penerbitan SP2D

Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BKAD medal ;

Kotak SaranPengaduan

SMSMWA | 0B13-5072-4685 |
Email : bkad penajamkab.go.id

FB : Bkad penaiam Paser Utara

|5 : bkad_ppu

Pengaduan yang diterima akan diprosas dengan S0P Pangelolaan
pengaduan |
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Lembar Kerja
* Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Intemal Organisasi
(Manufaciuring) Jenis Palayanan Surat Keteranngan Dispensasi Nikah

NO %meu URAIAN

1. Peraturan Menieri Dafam MNegar Momor 77 Tahun 2020 kendang
Petunjuk Teknis Penpelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Daarah Kabupaten Penajam Paser Mara Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolsan Keuangan
Daerah

3, Peraturan Bupati Panaiam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Deerah

1 ar Hukum

Komputer/Laptop

Printer
ATK
Buku Register
Toilet
Ruang Tunggu
Tempai Parkir

|
Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

Pendidikan SMA dan S

Mempunyai Pengetahuan Tentang Apliasi
Mempunyal Keterampilan Mangoperasikan Komputer | Mesin Katik
Mempunyai Sikap Teliti, Komunikat¥, Responsif, Sopan. Jujur

Mo L2 B | =) £ EN B ) P k|

3 Kompelensi Pelaksang

4 Pengawasan Intemal Kasubid Belanja Daerah dan Kas Daerah
5  Uumiah Pelaksana @ Orang
; am| memberikan pelayanan 1epal wakiu dan tanpa dipungut bisya dan
I b onk suai dengan standar peiayanan yang felah ditstepkan
| 7 Jaminan Kesamanan dan Kami berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman dalam | pn:rm
. Feselamalan Pelaysnan ayanan
1. Evaluasi diaksanakan oieh Kabid Perbendaharaan sebulan sekall
8  [Evaluasi Kinerja Pelaksana jika ftidak adapengaduan
2. Pengisian kuesioner tentang layanan satahun sekali

Ditetapkan di ; Penajam
Pada tanqgal 18 Maret 2024




9,

Standar Pelayanan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan bangunan

Lembar Kerja

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Palayanan (Service
Delivary)Jenis Pelayanan sewa barang milik daerah berupa tanah dan

bangunan

URAIAN

1 [Persyaratan

Persyaratan Teknis:
1.

Pemohon datang Langsung Ke Petugas Palayanan
Badang Asat dasrah

Persyaratan Administrasi .

1. Surai Permohonan Sewa
2 Fato copy KTP Penyewa
I

Sistem, Makanisme dan
Prosedur

EE——
— Lo

Mmanfrmral |

3t Proses FEnErbITaT SURAT
E
i ;,,,m,- i

Surat Permaohonan sewa dar panyewa dan KTP Panyewa
Menerima sural permohonan sewa dan membenkan
disposisi untuk tindak lanjut

Melakukan verffikasi data aset yang disewa dengan data
SIMDA

“Melakukan peneltian alas kelayakan penyewaan
permohonan sewa dari calon penyewa, apabia setuju
memerintahkan kasubbid dan staf untuk melakukan
pengukuran dan pengecekan lapangan, apabile fidak
setuju membuat surat penolakan permohonan sewa
Membuat berita acara hasil pengukuran lapangan yang
ditanda tangani oleh calon penyewa dan tim pemanfaatan
aset

Menentukan besaran sewa asel berdasarkan Peraturan
parundang - undangan yang beraku { Apabila besaran
sewa tidak terdapat di dalam Perda, maka dilakukan
penilaian oleh KPKNL dan KJFP.

7. Apa bila Sewa Tanah ( dalam Sekala Kecil )Cukup sampai

Di Kepala _E_ta_d;l_rj__g:a_n_EIIhu!l!n;an perjanjian sewa dan

36



| SKRD.

B Surat Permoheonan Penawaran Calon Penyewa

9. Verifikasi dokumen penawaran oleh pengguna barang yang
di tuangkan dalam berita acara

10. Pengumuman pemenang sews.

11.Permohonan persetujuan oleh pengguna barang kepada
pengelola

12, Sekda Mengefuarkan Surat Persetujuan

13.Penetapan Harga Sewa Yang di Keluarkan Sekretaris
Daerah

14. Panerbitan Surat Keputusan besaran harga sewa.

15.Penerbitan SKRD Harga Sewa

16, Penandatanganan Perjanjain Sewa

angka Waklu Penyelegaian

Satu Minggu Apabila Berkas Sudah Lengkap

Beayaftant

Froduk Pelayanan

Tidak dipungut biaya (GRATIS)

Standar Pelayanan Sewa barang Milik daerah Berupa Gedung dan Bangunan

Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan dapal deampaikan kepada Kepala BKAD melalul
Kolak Saran/Pengaduan

SMSWA : 0813-5072-4685

Email : bkad. penajamiab. go.id

FB : Bkad penajam Paser Litara

IG : bkad_ppu

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan
pangaduan
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Lembar Kerja

2 Komponen dengan Proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Jenis Pelayanan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan

HﬂkOHPﬂHEH

1 Dasar Hukem

URAIAN

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomar 17 fahun 2003
tarfang Keuvangan Negam

2. Undang - undang Repubdi Indonesia Momor 1 fahun 2004
tentang Perbendaharaan Negare

3. Undang - undang Republk indonesla Nomor 7 tahun 2002
tantang Pembeniukan Kabupalen Penajam Paser Utara &
Propinsi Kalimantan Timur

4 Peraturan Pemenniah Republk Indonesia Momor 24 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDasrah

5. Peraturan Menieri Dalam Negeri Republik Indcnesia Nomer 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolsan Barang Milik
Daerah

6. Peratwran Daersh Kabupaten Penajam Paser UMarg Nomor B
Tahun 2004 lentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Peratwan Bupati Penajam Paser LRars Nomaor 11 Tahun 2020
{endang SOTK Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Penajam Paser Lara

7 Sarana, prasarana, danfatau
fasilitas

Komputer/Laptop
Printer

ATK
Buku Register
Toilet

Ruang Tunggu
Tempat Parkir

3 r(umpebmi Felsksana

Pendidikan SMA dan 5|

Mempunyai Pengetahuan Tentang Prosedur Sewa Barang Milik
Caerah

Merngunyai Kﬂmpﬂm Hﬂmp&mtan Hmnpute{ | Mesin Ketik

T Y N

4 Pengawasan Intemal

e

K.asubid Pemanfaatan dan Penghapusan

5  Jumlah Pelaksana

# Orang

6 Uaminan Pelayanan

mi memberikan pelayanan tapal wakiu dan tanpa dipungut biaya dan
al dengan standar palayanan yang telah ditetapkan

Jamnan Keamanan dan
Kesalamatan Pelayanan

Kami berkomitmen memberkan rasa aman dan nyaman dalam pmsls
ayanan_

& Ewvaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi dilaksanakan oleh Camat sebulan sekali jika tidak ada
pengaduan
2. Pengsian kuesioner lentang layanan setahun sekali




10 Standar Pelayanan Rekonsiliasi BMD

Lembar Kesja
* Komponen 5P dengan Proses penyampaian (Service Delivery)Jenis Pelayanan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

NO L{WH}HEH URAIAN

Persyaraian Teknis :

1. Pengurus Barang SKPD Sekabupaten Penajam Paser Ulara

£, datang langsung ke bagian yang menangani rekonsiliasi
bidang aset menyerahkan berkas

Persyaratan Adminisirasi :

Mambawa Laporan Belanga Modal

Laporan Barang Ruzak

Rekavitulasi Barang Hilang tidak ditemutan

Rekavitulasi BMD lercatat Ganda

Rekavitulas: terkait parubahan data

Rekavitulaei BMD yang dibangun bukan ditanah Pemda
Rekavitulasi BMD yang digunakan Pihak Lain

Serte Data Data Yang ada Di Kib Simda BMD

1 Persyaratan

= LR NS U

(1. Pendaffaran |

Tidak memanuhi syarat

2. Pamieriksaan

Bk
g

il
]
2 Sistam Makanizsme dan

Prosedur

1. Pengurus Barang Membawa dan Menyerahkan berkas ke
Petugas Rekon

2 Pengurus Barang Menyocokkan Data dan Mengimput Dalz di
Aplikas: SIMDA BMD dan SRIKANDI BMD

' 3. Pengurus Barang Menunggu Berita Acara Hasil Rekon Apabila Data data
Yang ada sudah vabd

4, Meraca BMD sudah Sinkron dengan Bidang Akutansi

3a. Penolakan J

3 Jangks Waktu Penyelesaian 100 {seratus) meni, apab¥a persyaratan lengkap dan benar
4 IBiayaﬂarIf 111!'.13#. dipungut biaya (GRATIS)
5 Produk Pelayanan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

EL)




Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BRAD melalul
Kotak SaranPengaduan

SMSMWA ; 0B13-507 24685

Email : bkad penafamkab.go.xd

FB : Bkad penajam Paser Utara

1G : bkad_ppu

Pengaduan yang dilerima akan diproses dengan SOP Pangelolaan
pengaduan

a0




Lembar Kerja

= Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal
(Manufacturing) Jenis Pelayanan Rekonsiliasi barang milik daerah

NO 'Pmupnusﬂ URAIAN

1. Peraturan Pemeniniah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milic NegaraDaersh

2 Peraturan Mentari Dalam Neger Republik Indonesia Nomar 19 Tahuny
2016 tentang Pedoman Pengelodaan Barang Milik Daerah

d. Peraturan Menteri Dalam Meger Republik Indonesia Nomor 47 Tahuny
2021 tentang tata cara pelaksansan pembukuan inventarsas| dan|

. Pelaporan BMD

1 Dasar Hulum 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor & Tahuni
2008 tentang Pengeiolaan Barang Milik Dasrah

5. Peraturan Bupati Penagam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang
SOTK Badan Keuangan dan Asel Daesah Kabupaten Penajam Paser
LHara

Komputer/Laplop
Printer

1,
2
3. ATK
Sarana, prasarana, dan'atau :
2 basililas -;. Buku Register
8.
T

Toilet
Ruang Tunggu
. Termpat Parkir
1. Pendidikan SMA dan S
2. Mempunyai Pengetahuan Tentang Prosedur Rekon dan
3 Keompetensi Pelaksana Aplikasi
3. Mempunyal Katerampilan Mengoperasikan Kompuler | Mesin Keti
| 4. Mempunyai Skap Telit, Komunikailf, Responsif, Sopan. Jujur
4  Pengawasan Infemal Kasubid Perencanaan dan inventansasi

5 |{umlah Pelaksana rlﬂmng

mi memberikan pelayanan tepal wakiu dan tanpa dipungul biaya dan
uai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

6 uUaminan Pelayanan

7 laminan Keamanan dan mi berkomilmen membesikan rasa aman dan nyaman dalam proses i
Kesalamatan Palayanan yanan eeepe——
|1, Evaluasi dilaksanakan oleh Kabid Aset Daerah sebulan sekali jika
B Evaluasi Kinerja Pelaksana . lidek adapengaduan

| 2. Pengisian kuesioner tantang |ayanan satahun saicall

NIP 19830405 200904043




11. standar pelayanan hibah Barang Milik Daerah

Lembar Kerja
Komponen SP dengan Proses penyampaian (Service Delivery)
Jenis Palayanan Hibah barang Milik Daerah

NO

L(NFDHEH

URAIAN

Persyaratan

Parsyaralan Teknis

1. Pemohon datang langsung ke pelugas pelayanan

Persyaralan Adminisirasi |
1.

Surat Permahonan / proposal

Sistem Mekanisme dan
Prosadur

yang dituangkan dalam BAST

1. Pendaftaran

Tidak memenuhi syarst

1. Pamerikisan
Berkas

. Penolakan ple
Memenuhi syaral g

[- 3b, Proses disposist surat l
! !

£, selml_'>

—

Pemohon Membawa dan Menyerahkan berkas sesuai yang
dipersyaratkan, data diri, alasan pemohon peruntukan hibah, lokasi
dan surat pefmyataan kesediaan manenma fibah

Bupati membentuk tim untuk melakukan peneftiaan

Tim menyampaikan hasi peneftiaan kepada Bupati

Bupali melaha pengeieta memania surat pamyataan kesediaan mengnma
Hebah [
Pangelola mengajukan permohanan persatujuan kepada bupall

Apabila setuju bupal menerbilkan SK Hibah apabila fidak setup bupat
membuat surat balasan kepada pemohon disertal alasan.

Berdsarkan SK Bupati dan Penerima Hibah menadatangani Naskah
Hibah

Berdsarkan naskah hibah pengelola barang melakukan serahterima

Bardasarkan BAST pengelola barang Mengajukan usulan
Penghapusan BMD

langka Wakiu Penyeiesaian

320 (tiga rafus dua puluh Bma) ment, apabila persyaratan lengkap dan benar

Siayaitanf

Tidek dipungut biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

Surat Hibah atau Pemindahtanganan Barang Milik Daarah
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Pengaduan dapat disampalkan kepada Kepala BKAD melalui -
Kotak Saran/Pengaduan

SMS/WA : 0813-50724585

Email ; bkad penajamicab.go.id

FB : Bkad penajam Paser Uitara

IG ; bkad_ppu

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan Siap Lapor

Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
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Lambar Kerja

+ Komponen SP dengan Proses Pengeiolaan Pelayanan di Internal (Manufacturing)Jenis Pelayanan Surat
Standar pelayanan Hibah Barang Milik Daerah

3  Kompelensi Pelaksana

4  Pengawasan Intemal

Mempunygi Pengatahuan Teniang Prosedur Hibah BMD
Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer | Masin Ketik
Mempunyai Sikap Teliti, Komunikatf, Responsif, Sopan, Jujur

NO L(E‘HHJHEH URAIAN

1. Undang-Undang 23 tahun 2014 lentang pemenintah daerah

1 Dasar Hukum 2 PP no 27 1ahun 2014 tertang Pengelolaan BMN'BMD

3F 3. Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD
1. ATK
Sarana, prasarana, dan/atau 2 Bult_u Register

2 b iitas 3. Toilet
4. Ruang Tunggu
5. Tempal Parkir
1. Pendidikan Minimal SALA dan S
2
3
4,

_ﬁﬁm Pemanfastan dan Penghapusan

5 Uumbah Pelaksana

3 Crang

& {aminan Pelayanan

mi memberikan pelayanan tepat wakiu dan tanpa dipungut biaya dan
uai dengan standar palayanan yang telah diistapkan

Jaminan Keamanan dan
Feselamatan Pelayanan

Kami berkomitmen memberitan rasa aman dan nyaman dalam proses
yanan

8 Evaluasi Kinera Pelaksana

1. Evaluasi dilaksanakan oleh kabid Aset Daerah sebulan sekal |ika
fidak acapengaduan
2. Pengisian kuesioneér tenfang layanan setahun sekali

Ditetapkan di : Penajam
Pada Ian:ggﬂ 18 Marﬂl 2024

NIP ma:i{'rﬁigﬁaﬁlm




11 Standar Pelayanan Pemusnahan Barang Milik Daerah

Lembar Kerja Komponen SP dengan Proses penyampasan {Service Delivery) Jenis Pelayanan Standar Pelayanan
Pemusnahan Barang Milik daerah

NO

I*(I‘JHF'CIHEH

URAIAN |

Persyaralan

Persyaratan Teknis .
1. Pemohon adalah Pengguna Barang atau SKPD
2. Pemohon datang langsung ke bagian yang menangani

Persyaratan Administrasi :

Penghapusan untuk menyerahkan berkas

1. Surat Permohonan Pemusnehan dan Pengguna dan melampirkan
= [Data Barang rusak berat
- Poto copy barang
= Burat Pernyalaan

# Pemohon Malampirkan peneditiaan data administrasi dan fisik

2

Istem Mekanisme dan
rogedur

|9, Pengelola Menerbitkan SK Penghapusan

Tidak memenuhi syaral

1, Pemerikeasnflere
. Penolakan =

— Memenuhi syaral :

[ ih. Proses Peperbitan Surat ]

12

1. Pemohon Membawa dan Menyershkan berkas sesuai yang
dipersyaratkan dalam Rekomendasi pada Pengelola

2. Pemohon menunggu Proses penelitian data dan Fisik oleh Pengelola

3, Pengalola membuat Persetujuan kepada kepata daerah

4. Bupafi sefuju maka akan dibuatkan surat persetujuan |

3

B

Bupati tidak satuju maka membual surat penolakan diserial alasan
Pengelola menghubungl SKPD untuk melakukan pemusnahan sesus surat
persatujuan

7. SKPD melakukan pemusnahan dengan dibuatkan Berta Acara
Pemusnahan dan disertai Dokumen

B, SKPD membuat sural Permohonan Penghapusan

Jangka Waldu Penyslesaian

1 bulan dart persedujuan Kepala Daerah, apabila persyaratan lengkap dan benar |
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Biayattarif Tidak dipungut biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan iSural Pamusnahan Barang Milik Daerzh

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala BRAD melais |
Kaotax SaranPengaduan

SMSAWA | 0B13-5072-4685

Emai : bkad.penajamkab.go.id

FB : Brad panajam Paser Utara

IG : bkad_ppu

SP4N LAPOR

Pengaduan yang dilerima akan diprosas dengan SOP Pengelolaan

pengaduan

Fenanganan Pangaduan, Saran
dan Masukan




Lembar Kerja
« Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal (Manufactunng) Jenis Pelayanan Surat
Pemusnahan Barang Milik Daerah

NO

h(ﬂHF‘ﬂIEH

Chazar Hukum

Sarana, prasarana, danjateu
fasilitas

Kompetens: Felaksana

1, Undang - undang Republik Indonesia Nomar 17 1ahun 2003 fendang
Keuangan Negars

2. Undang - undang Republik Indonesia Momor 7 tahun 2002
fentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di
Propinsi Kafimantan Timur

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun
2014 tenlang Pengelolaan Barang Milik Negaral Daerah

4. Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonasia Nomor 1%
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dasrah

5  Peraturan Oserah Kabupaten Penajam Paser Ulara Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pangelofaan Barang Milik Daerah

. Peratwan Bupai Penajam Paser Utara Momor 11 Tahun 2020
ientang SOTK Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Penajam Paser \Mara

HumputnrfLaptnp
Printer
ATH
Buku Regisier
Toilet
Ruang Tunggu
Tempat Parkir
1. Pendidikan Minimal SMA dan S|
2 Mempunyai Pengetshuan Tentang Prosedur Pengajuan
Pemusnahan BMD
3. Mempunyai Ketarampilan Mengoperasikan Komputer / Mesin Kefik
4. Mempunyai Sikap Teliti, Komunikatif, Responsif, Sopan. Jujur

Pengawasan [ntemal

r(as.lﬂ:h'rd Pemaniaalan dan Penghapusan

usritah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

aminan Keamanan dan
selamatan Pelayanan

4 Orang
Erm memberikan pelayanan \epal waktu dan tanpa dipungut biaya dan

guai dengan standar pelayanan yang lelah ditetapkan
mi berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses
layanan

|
Evaluasi Kineqa Pelaksana

1. Evaluasi diaksanakan cleh Kabid Aset Daerah sebulan sekali jika
fidak edapengaduan
2. Pengisian kuesioner tentang layanan setahun sekall

1 =3

Mmqf»ﬁ\'iﬁﬁi‘n ME, M. Ling

Pambing Wiz
NIP 13836105 l"ﬂ{]’EMIJ-I?r
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